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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan Departement of Store, yang bermakna suatu lembaga jasa 

dengan berbagai pelayanan jasa keuangan. Bank memiliki tiga kegiatan utama, di 

antaranya: Pertama, simpanan dana dari masyarakat berupa giro, tabungan dan 

deposito. Kedua, memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Ketiga, melayani berbagai jenis layanan pembayaran atau setoran (Putri, 2020). 

Bank merupakan lembaga keuangan yang padat regulasi. Setiap aktivitasnya 

tidak luput dari ketentuan dan pantauan para regulator. Regulasi-regulasi tersebut 

bertujuan untuk memberi perlindungan yang maksimal atas kepentingan publik. Hal 

ini merupakan konsekuensi dari karakteristik bank syariah sebagai lembaga yang 

berlandaskan kepercayaan. Bank menjalankan aktivitas intermediasi atas dana yang 

diperoleh dari masyarakat kemudian dikelola oleh bank, pada akhirnya akan berputar 

kembali untuk masyarakat sebagai bagian dari roda perekonomian (Mulazid, 2016). 

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat yang didirikan pada 

1 November 1991 (Andrianto,2019). Bank yang secara resmi mulai beroperasi pada 

1 Mei 1992 ini menjadi pionir perkembangan perbankan syariah di Indonesia, ditandai 

dengan banyaknya bank syariah lain yang bermunculan. 

Tabel 1. 1 

Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia 

Tahun 2017-2022 

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Jumlah Bus 13 14 14 14 12 13 

Jumlah Kantor 1.825 1.875 1.919 2.034 2.035 2.007 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2019 & 2022 
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Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa bank umum syariah di indonesia terus 

berkembang setiap tahunnya. Pada tahun 2017 terdapat 13 bank umum syariah 

kemudian pada tahun 2018 sampai 2020 bertambah menjadi 14 dan pada tahun 2021 

menjadi 12 Sesuai dengan KDK OJK Nomor 4/KDK.03.2021 tanggal 27 Januari 2021 

tentang Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah Ke 

dalam PT Bank BRI Syariah Serta Perubahan Nama Menjadi PT Bank Syariah 

Indonesia, Tbk Sebagai Hasil Penggabungan. Perkembangan tersebut diikuti oleh 

bertambahnya jumlah menjadi 13 pada tahun 2022.  

Perkembangan bank syariah berimplikasi pada tantangan yang harus dihadapi 

bank syariah, di mana tantangan terbesar adalah untuk mempertahankan citra dan 

nama baik di mata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah 

kepada bank syariah (Falikhatun, 2012). Bank syariah menjalankan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Maradita, 2014). Namun, Prinsip Islam yang 

diterapkan belum menjamin bank syariah dapat terbebas dari tindak kecurangan 

(fraud). Pada kenyataannya tindakan curang masih ditemukan pada bank syariah. 

Bahkan kecurangan tersebut melibatkan pihak internal bank itu sendiri. 

Beberapa bank syariah di Indonesia bahkan pernah mengalami fraud dengan 

berbagai modus dan tujuan. Pada tahun 2013, kasus fraud terjadi di Bank Syariah 

Mandiri yang melibatkan dua pegawai bank, Manajer Marketing BSM Kantor Cabang 

Gatot Subroto dan Trade Spesialist Officer Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri, Dua 

orang ini dikenakan Pasal 263 KUHP, 372 KUHP dan 378 KUHP tentang pemalsuan 

dokumen, penggelapan dan penipuan. (news.detik.com, 2015). Selain itu, kasus kredit 

fiktif yang melibatkan 3 pegawai Bank Syariah Mandiri (Kepala Cabang BSM Bogor 

M. Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Chaerulli Hermawan, 
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Accounting Officer BSM cabang pembantu Bogor John Lopulisa) dan 1 orang debitur 

(Iyan Permana) (Kompasiana.com, 2013). 

Kondisi te irse ibut seijalan deingan hasil surve ii yang dilaksanakan oleih Association 

of Ce irtifieid Fraud E ixamine irs (ACFE i) – Indone isia Chapteir se ilama tahun 2019 yang 

dituangkan kei dalam laporan Surve ii Fraud Indone isia (SFI) bulan Me ii tahun 2020, 

dise ibutkan bahwa 55.2% fraud dilakukan oleih pe igawai dan 29.4% dilakukan oleih 

pihak eixeicutiveis/owne ir. Pihak inteirnal pe irusahaan meilibatkan leive il pe igawai, leive il 

manajeir sampai deingan top manaje imein dan pe imilik. Hal teirse ibut ke imungkinan 

dise ibabkan oleih kurangnya kualitas peilaksanaan Good Corporatei Goveirnance i (GCG) 

(Tjahjono, subagio, 2013).  

Dari beibe irapa kasus fraud yang te irjadi bank syariah dapat dikeitahui bahwa 

se ibagian be isar tindakan teirse ibut dilakukan oleih pihak inteirnal bank itu seindiri. Pada 

dasarnya se imua pihak beirharap bank syariah meimiliki keitahanan leibih kuat dan 

teirbe ibas dari risiko fraud. Meiskipun teilah banyak ke ibijakan dan reigulasi yang 

meingawasi ke igiatan bank, akan teitapi faktanya se itiap orang beirpe iluang untuk 

meilakukan keicurangan (Najib & Rini, 2016). 

Fraud dalam industri peirbankan meinurut Pe iraturan Otoritas Jasa Ke iuangan 

(POJK) Nomor 39/POJK.03/2019, meirupakan peirbuatan peimbiasaan atau 

pe inye ile iwe ingan yang dilakukan seicara te ireincana guna meincurangi, meimpe irdayai 

hingga me ilakukan peimalsuan bank, nasabah atau pihak lain yang be irlangsung di bank 

atau peinggunaan fasilitas bank, yang me inye ibabkan bank, nasabah dan pihak lain 

meingalami keirugian dan/atau orang yang me ilakukan peinipuan meimeiroleih profit 

finansial deingan cara langsung ataupun tidak langsung. Le ibih lanjut diseibutkan 
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bahwa beibe irapa macam peingge ilapan dibagi atas manipulasi keikayaan, peimbe ibeiran 

data, keijahatan bank, seirta peirbuatan lain yang se ijalan deingan hal teirse ibut. 

Se idangkan me inurut Tuanakotta (2012), ke icurangan (fraud) adalah tindakan 

se icara diseingaja untuk meilakukan atau tidak meilakukan seisuatu yang se ime ise itinya 

se ihingga laporan keiuangan yang dite irbitkan oleih pe irusahaan dapat meinye isatkan 

pe imakai seicara mateiril. Teirdapat tiga je inis ke icurangan, yaitu pe inye ile iwe ingan ase it 

(asse it misappropriation), ke icurangan akuntansi atau keicurangan laporan keiuangan 

(finansial stateime int fraud) dan korupsi (corruption). 

Fraud te irjadi seibagai akibat adanya conflict of inteire ist antara agein dan 

principal, yakni situasi age in yang dite ikan untuk beirbuat supaya ke imampuan keirja 

pe irusahaan leibih beirke imbang dan beirharap bahwa peirke imbangan keimampuan keirja 

ini dapat meinarik principal untuk meingapre isiasi peirusahaan. Dalam hal peiningkatan 

pre istasi dipeirlukan tata keilola yang baik. Oktiawati (2020) meilakukan peineilitian 

meinge inai pe ingaruh ICG dan ke imampuan meimpeirole ih ke iuntungan me inge inai 

ke itaatan wajib pajak badan pada peirbankan syariah di Indone isia. Hasil pe ine ilitian 

meinunjukkan bahwa ICG be irpe ingaruh te irhadap keipatuhan wajib pajak seihingga 

diindikasikan tata cara meinge ilola peirusahaan dilakukan deingan te irtib. 

Fraud te irjadi seibagai akibat adanya conflict of inteire ist antara age in dan principal, 

yakni situasi age in yang dite ikan untuk be irbuat supaya ke imampuan keirja pe irusahaan 

leibih beirke imbang dan beirharap bahwa pe irkeimbangan keimampuan keirja ini dapat 

meinarik principal untuk meingapre isiasi pe irusahaan. Dalam hal peiningkatan preistasi 

dipeirlukan tata keilola yang baik. Untuk me ingatasi hal teirse ibut, peirlu diteirapkan tata 

ke ilola peirusahaan yang Islami be ise irta prinsip-prinsipnya dan me ikanismei yang 

optimal untuk meimastikan bahwa hak dan hubungan antara seimua peimangku 
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ke ipeintingan (age in dan principal) teirjamin, se ihingga masalah keiage inan dan konflik 

ke ipeintingan dapat dihindari dan satu dampak yang ditimbulkan adalah keijadian fraud 

dapat diminimalisir atau diceigah (Suharto, at al. 2022). Se idangkan ke ileimahan 

meikanismei e ikste irnal teirkait deingan re igulasi pe ilaksanaan good corporatei gove irnance i 

(GCG) bank syariah yang tidak dapat diteigakkan se icara e ife iktif dan 

diimpleime intasikan seicara Islami. Munculnya isu-isu ke ile imahan tata keilola 

pe irusahaan yang me ingancam ke ilangsungan usaha se irta kre idibilitas bank syariah 

se ibagai leimbaga ke iuangan Islami, meindorong para pakar e ikonomi dan keiuangan 

Islam meinge imbangkan tata keilola peirusahaan bank syariah yang le ibih Islami, dalam 

be ibeirapa liteiratur dikeinal deingan istilah Islamic Corporate i Gove irnance i (ICG) 

(Le iwis, 2005, Hasan, 2008; Abu Tapanje ih, 2009;Bhatti dan Bhatti, 2010, dalam 

Asrori, 2014). 

Se icara umum, Islamic corporatei goveirnancei Me irupakan tata keilola peirusahaan 

be irdasarkan prinsip syariah yang wajib diteirapkan oleih bank syariah (Asrori, 2014), 

Islamic Corporatei Goveirnance i adalah Good Corporate i Goveirnance i, seilanjutnya 

dise ibut ICG, yang be irdasarkan dasar-dasar syariah, yaitu dasar hukum Islam dalam 

aspe ik pe irbankan syariah yang dituliskan dalam wujud putusan De iwan Syariah 

Nasional (DSN) - Majeilis Ulama Indone isia (MUI) (Suharto, at al. 2022). Pe ine irapan 

Islamic Corporate i Goveirnance i oleih pe irbankan syariah teilah diatur dalam Peiraturan 

Bank Indone isia pada PBI No.11/33/PBI/2009 te irkait re ialisasi Good Corporate i 

Gove irnancei teirhadap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang 

dise impurnakan deingan Pe iraturan Otoritas Jasa Ke iuanggan (POJK) No. 

8/POJK.03/2014 me inge inai Pe inilaian Tingkat Ke ise ihatan Bank Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariah. Good Corporate i Gove irnancei, ke imudian disingkat GCG, 



6 

 

 

 

meirupakan se ibuah tata cara meinge ilola bank de ingan me ingaplikasikan dasar-dasar 

ke iteiruste irangan (transpare incy), beirtanggung jawab (accountability), reisponsif 

(re isponsibility), kompeitein (profe issional), se irta keibiasaan (fairneiss). 

Pe ilaksanaan ICG di dalam industri peirbankan syariah wajib meimeinuhi dasar 

syariah (sharia compliance i) dan dibutuhkan kaitannya de ingan pe imbangunan industri 

syariah yang normal dan juga unggul se irta meinjadi seibuah usaha untuk meinjaga 

pe intingnya stakeiholde irs, leibih meiningkatnya sifat patuh teirkait aturan undang-

undang yang dibe irlakukan, dan nilai-nilai akhlak yang dibe irlakukan deingan cara yang 

umum keipada industri peirbankan syariah. Surat Eidaran Bank Indone isia No. 

12/13/DPbs yang meirupakan aturan peilaksanaan dari PBI No.11/33/PBI/2009 be irisi 

teintang ke igiatan peinghitungan te irkait bagus tidaknya impleimeintasi ICG bisa diamati 

dari keibe irhasilan seilf-asseissme int yang dibeirlakukan bank seiarah deingan aturan-

aturan yang te ilah diteitapkan. Kualitas impleime intasi aturan peinge ilolaan peirusahaaan 

dapat dikeitahui dari pe inilaian gabungan hasil se ilf-asse issme int, yang me inye ibutkan 

bahwa keicilnya nilai gabungan yang didapatkan akan makin baik kualitas peilaksanaan 

aturan peinge ilolaan peirusahaan pada bank syariah te irse ibut. 

Se ilain kualitas peilaksanaan Islamic corporate i goveirnance i, kompleiksitas bank 

juga me injadi faktor tinggi re indahnya tingkat fraud yang te irjadi pada suatu bank. Bank 

yang be isar dan komple iks me imbutuhkan pe ingawasan dan infrastruktur peingawasan 

yang baik. Se imakin kompleiks ope irasional suatu bank, peiluang teirjadinya fraud 

se imakin beisar. Me ingingat bahwa pe irusahaan yang komple iks adalah peirusahaan yang 

meimiliki jaringan ope irasional yang luas (jumlah kantor cabang dan jangkauan 

wilayah yang luas), siste im te iknologi yang rumit, se irta manajeimein yang banyak 

(Hasanah, 2015). 
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Be irdasarkan latar beilakang di atas, peinulis te irtarik untuk meilakukan peineilitian 

de ingan judul “Peingaruh Kualitas Peilaksanaan Islamic Corporatei Goveirnance i dan 

Komple iksitas Bank te irhadap Fraud pada Bank Umum Syariah” 

B. Rumusan Masalah 

Be irdasarkan latar beilakang masalah di atas, dapat dikeitahui pokok dalam 

pe ineilitian ini yaitu: 

1. Bagaimana peingaruh kualitas Islamic Corporate i Goveirnance i teirhadap 

fraud pada Bank Umum Syariah pe iriodei 2017-2022? 

2. Bagaimana peingaruh kompleiksitas bank teirhadap fraud pada Bank 

Umum Syariah pe iriodei 2017-2022? 

3. Bagaimana Peingaruh Kualitas Pe ilaksanaan Islamic Corporatei 

Gove irnancei dan Komple iksitas Bank te irhadap Fraud pada Bank Umum 

Syariah pe iriodei 2017-2022? 

C. Tujuan Penelitian 

Be irdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peine ilitian ini adalah: 

1. Untuk meinge itahui dan meinganalisis peingaruh kualitas peilaksanaan 

Islamic corporatei goveirnancei teirhadap fraud pada Bank Umum Syariah 

pe iriode i    2017-2022 

2. Untuk meinge itahui dan meinganalisis peingaruh Komple iksitas Bank 

teirhadap fraud pada Bank Umum Syariah pe iriodei 2017-2022 

3. Untuk meinge itahui dan meinganalisis Peingaruh Kualitas Pe ilaksanaan 

Islamic Corporate i Gove irnancei dan Kompleiksitas Bank te irhadap Fraud 

pada Bank Umum Syariah peiriode i 2017-2022 
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D. Manfaat Penelitian 

Pe ine ilitian yang dilakukan peinulis diharapkan dapat meimbeiri manfaat seibagai 

be irikut: 

a. Manfaat Teioritis 

Se icara teioritis, pe ineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan kontribusi 

bagi pe inge imbangan ilmu pe inge itahuan, khususnya di bidang e ikonomi dan 

pe irbankan, yaitu: 

1) Me imbeiri pe injeilasan meinge inai pe ingaruh kualitas peilaksanaan 

Islamic Corporatei Gove irnancei dan kompleiksitas bank teirhadap 

tindakan fraud pada bank syariah. 

2) Me injadi acuan dan bahan bacaan dalam hal meinge imbangkan ilmu 

pe inge itahuan yang be irkaitan deingan pe irbankan syariah. 

b. Manfaat Praktis 

Se icara praktis, peine ilitian ini diharapkan dapat beirkontribusi keipada 

be ibeirapa pihak praktisi, yaitu: 

1) Bagi pe irbankan syariah, de ingan me inge itahui pe ingaruh dari kualitas 

pe ilaksanaan Islamic Corporatei Goveirnance i (ICG) dan 

kompleikasitas bank teirhadap tindakan fraud diharapkan dapat 

meinjadi bahan eivaluasi te irhadap tindakan-tindakan yang 

meinyimpang, se irta untuk meiminimalisir te irjadinya fraud pada bank 

syariah. 

2) Bagi pe ineiliti seilanjutnya, se ibagai sumbe ir informasi dan kontribusi 

ke iilmuan untuk peineilitian yang akan datang.


